
BUPATIGARUT 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI GARUT 

NOMOR 115 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI GARUT, 

: a .  bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Perature n 
Oaerah Kabupaten Ga rut Nomor 5 Tahun 20 19  ten tang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahu n 
Anggaran 2 0 1 9 ,  perlu ditetapkan Peraturan Bupati Cart 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan den 
Belanja Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019; 

1 .  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembertukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 195) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 14  Tahun 1950 tentang Pembertukan Daerah-daere h 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Bart 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 3 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851);  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangen 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republk 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sister 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;  

6.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubk 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Des.a 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indones a 
Nomor 5495); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubx h 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Ferubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daer:: h 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015  
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administre si 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Nega a 
Republik Indonesia Nomor 5601); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

12. Peraturar Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1 7 1 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahu 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 
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Pelaporan Keuangan 
(Lembaran Negara 
Nomor 25. Tambahan 
Nomor 4614); 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
dan Kinerja Instansi Pemerintah 

Republik Indonesia Tahun 2006 
Lembaran Negara Republik Indonesia 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Noror 65 Tahun 20 10  
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 10  
Nomor \ 10, Tambahan Lembaran Negara Republik lndones a 
Nomor 5155); 

15. Peraturan 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Noroor 4738); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantu:n 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembar: n 
Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Ats 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1 ,  Tambahan Lembarn 
Negara Republik Indonesia Nomor 6177; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;  

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;  

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2 0 1 1  tenta 1g 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negera 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

21 .  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lemboran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentan 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republil 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembarar 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintal 
Nomor 1 1  Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Ata 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor O 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republil 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanj 
Negara '{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kal 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua Atas Pereturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dane Desa yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5694); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015  
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5950); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12  Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7  
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018  tentar g 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6206); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentarg 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wail 

Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indones a 
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6244); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentag 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 
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31.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang, 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerin tahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 13  Tahun 2 0 1 9  tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republil 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6323) 

33. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2000 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerall 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2 0 1 1  
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201 l 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial vang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 450) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denga 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2 0 1 3  
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalarn 
Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  tentang Pedoman Pemberia 
Hibah dan Bantnan Sosial yang Bersumber dari Anggara 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 15 ) ;  

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2 0 1 2  
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2 0 1 4  
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 
Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, 
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 
Tahuo 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata 
Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertb 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungijawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017  
Nomor 198); 

tentang 

Negara 
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39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Noror 701) ;  

4 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213 ) ;  

42. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 201' 
tentang Hak Keuangan dan Adminsitratif Pimpinan dam 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daeral 

Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 6); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 5  Tahun 2 0 1 3  
tentang Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Daeral 
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut 
Tahun 2018 Nomor 15); 

44 Peraturan Daerah Kabupaten Carut Nomor 1 Tahun 20 19  
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daera 
Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor I ) ;  

45. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 201 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanj 
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 5); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula 
berjumlah Rp4.255.426.708.724,00 bertambah/berkurang sejumla' 
Rp562.883.114.472,00 sehingga menjadi Rp4.818.309.823.196,00 dengan rincian 
sebagai berikut: 

1 .  Pendapatan 

a. semula Rp4.255.426.708.724,00 

b. bertam bah/ (berkurang) . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. ... .. Rp562.883. l 14.4 72 ,00 

ju m Iah pendapatan setelah peru bah an 

2. Belanja 

a. semula 

b. bertambah / (berkurang) ,.,.,, . 

jumiah belanja seteiah perubahan , . 

surplus/(defisit) setelah perubahan .. 

Rp4.818.309.823.196,00 

Rp4.266.426.708.724,00 

Rp732.494.529.554,00 

Rp4.998.921.238.278,00 

Rp(169 .611.415 .082,00) 
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3. Pembiayaan 
a. Penerimaan 

1) semula Rp25.000.000.000,00 

2) bertambah/(berkurang) . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .  Rp185.033.883.504,00 

jumlah penerimaan setelah perubahan...... . . . Rp210.033.883.504,00 

b. Pengeluaran 

I )  semula Rp\4.000.000.000,00 

2) bertambah/(berkurang) RplS.422.468.422,00 

jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp29.422.468.4?.2,00 

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp169.6 I 1.415.082,00 

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran 
Setelah Perubahan Rp0,00 

Pasal 2 

Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman 
dimaksud dalam Pasal l dirinci lebih lanjut dalam Lampiran vang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut. 

Ditetapkan di Garut 
pada tanggal 16 - 9 -  2019 

B U P A T I  G A R U T ,  

t  t  d  

RUDY GUNAWAN 

Diundangkan di Garut 

pada tanggal 16 - 9  -  2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, 

t t d  

D E N I S U H E R L A N  
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT 
TAHUN 2019 NOMOR 115 
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